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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekﬂf,r transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini |

Nama : Drs. H. MARDI, MM
Jabatan : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama . IRWAN PRAYITNO
Jabatan :  Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapatan targed
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2017

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

\ -
IRWAR PRAYITN Drs. H. MARDI, MM
NIP. 19601211 198203 1 007



PERJANJIAN KINERJA

- INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OPD
Tahun Anggaran 12017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
s e e 5 e P AR e e SR P oA B B
1 2 3 4
1. Meningkatnya tata kelola 1. Pereentase OPD yang Siebas 88%
pemerintahan daerah dibidang dari penyimpangan material
pengawasan )
2. Perseptase OPD yang bebas
dar peryumpangan asoiet ! 8B%.
3. Porenntase Rekorrond. 1as :
termuan hasil pemeriksaan di |
| pemerintahan provins yang 70%
' dapal dtindaklanut
4. Prosentase pengaduan 100%
‘ masyarakat dan pemeniksaan
' dengan tujuan tertentu /ang i
' f ditangani dalar waktu sesual | i
! !
| : standai
! 5, Hasi! cvaluasi SAKIP OPD 36 OPD
| | aengan nilar B keadas
| | |
2. | Meningkatnya penerapan Sistem | - Tingkar Maturitas Sistem Level 2
i ' Pengendal.an Intern Pemerintah { Pengendahian Interen
! pada Provinsi Sumatera Barat. ! Pemerintah
L. " ) S d
3. | Meningkatnya pembangunan zona |- OPD yang telah 4 OPD
i integritas pada OPD Provinsi i dikembangkan menjadi zona
: | Sumatera Barat ! integiiras menuju
! ; WBK/WBBM
!
! 4. | Meningkatnya Kapabilitas Aparat - Tingkat Kapabilitas Aparat Level 2
] Pengawasan Intern Pemerintahan | Pengav/asan Intern ’
! ' (APIP) Provins: Sumatere Barat 5 Pemerintahan (APIP) Provinsi
,‘ | ‘ Surnatera Barat
l ‘ | |
[ 5. Meningkatnva rata kelola organisasi | 1. Nilat evaluasi akuntabilitas BB ‘
i ‘ kiner:
g | ! 2. Perscatase capalan realisasi 95% |
'; ' i fisik dan keuangan f
‘5 SIS cnNaah !
i i prograim/kegiatan
| i
NO. PROGRAM | ANGGARAN
@ [ ) S I ) S .
| 1. Program Pelavanan Administrasi Perkantoran Rp 3‘916.9984544,-_7
] i s s o - " " i b — e s e o !
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Rp. 213.150.000,- |
: e s A R e I
3. Program Peningkatan Disiphin Aparatur Rp 51.840.000,-




Masyarakat

NO. PROGRAM " s ANGGARAN
1L, L i eadut (d) ‘ ' () :
4, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 93.820.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 127.698.000,~
Capaian Kinerja
6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rp. 24.453.000,-
Pengendalian Kegiatan dan Aset
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Rp. 6.992.387.118,-
Penegakkan Hukum
8. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Rp. 200.114.400,-

JUMLAH

Rp. 9.620.461.062,-

GUBERNUR SUMATERA BARAT

JAMC\ D =
RV N PRAYITNO

Padang, Qktober 2017

. H. MARDI, MM
Pembjha Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007




